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SOP (standard operating procedures) adalah
seperangkat aturan, alur dan ketentuan yang
harus dipenuhi oleh pimpinan/staff suatu
organisasi dalam melaksanakan suatu proses
pencatatan dan pelaporan keuangan.

BLUadalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
(Pasal1 PPNo. 23/ 2005)
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1. Persyaratan Substantif

2. Persyaratan Teknis

3. Persyaratan Administratif
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Instansi pemerintah yang menyelenggarakanlayanan

umum, berupa:

1. Penyediaanbarangdan/ atau jasa
Pelayananbidangkesehatan, penyelenggaraan
pendidikan, sertapelayananjasapenelitian dan
pengujian;

2. Pengelolaandanakhusus
Pengeloladanabergulir untuk usahakecildan
menengah, pengelolapenerusanpinjaman, dan
pengelolatabunganperumahan;

3. Pengelolaankawasanatau wilayahsecaraotonom
Otorita danKawasanPengembanganEkonomiTerpadu
/ Kapet.





1. Pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja

pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat

2. Pola Tata Kelola (Corporate Governance) 

3. Akuntabillitas program, kegiatan dan keuangan

(kebijakan, mekanisme atau prosedur, media  

pertanggungjawaban dan periodisasi  

pertanggungjawaban

Rencana strategis bisnis

Laporan keuangan pokok

Standar pelayanan minimum

4. Transparansi

5.

6.

7.

8. Laporan audit terakhir
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Fleksibilitas Status BLU Penuh

×1.1 Pengelolaan Pendapatan

×1.2 Pengelolaan Belanja

×1.3 Pengadaan Barang dan/atau Jasa

×1.4 Pengelolaan Barang

×1.5 Pengelolaan Utang

×1.6 Pengelolaan Piutang

×1.7 Pengelolaan Investasi

×1.8 Perumusan Standar, Kebijakan, Sistem,  

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.
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ASPEK KEPATUHAN PER36/PB/2012

1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif.  

2. Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan.

3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

Persetujuan Rekening.

Sistem akuntansi.

BLU.

4. Tarif layanan.

5.

6.

7. Standard Operating Procedurs (SOP) Pengelolaan
Kas.

8. SOP Pengelolaan Piutang.

9. SOP Pengelolaan Utang.

10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.
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1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan  
kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan  
sudah tidak memenuhi persyaratan substantif,  
teknis, dan/atau administratif;

2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul  
dari Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan  
kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan  
sudah tidak memenuhi persyaratan substantif,  
teknis, dan/atau administratif; atau

3. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan  
kekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutan  ini 
dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
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SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

STRATEGI STRUKTUR

Management

Control

Culture

Human  

Resource  

Management

Kinerja

Anggaran

Akuntansi

Penilaian Kinerja

TUJUAN/  

TARGET

Sistem Pengendalian Manajemen adalah sistem untuk mengarahkan  

sumber daya Perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan  

dan upaya terus menerus dalam peningkatan kinerja.
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LATAR BELAKANG

×BLU memiliki masa maksimal 2 tahun  

untuk melengkapi semua persyaratan BLU

×SOP Keuangan salah satu syarat  

memenuhi persyaratan administratif

×SOP merupakan sarana untuk menjadi  

pedoman pencapaian sasaran,  

pemenuhan butir mutu dan penguatan  

pengendalian internal.

×SOP merupakan bagian tidak terpisahkan

dari sistem pengendalian manajemen
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Keuangan yang disusun sesuai1. Laporan  

dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan yang ditetapkan oleh IAI.

yang disusun sesuai2. Laporan Keuangan  

dengan ketentuan-ketentuan pemerintah

yang tertuang dalam Undang-Undang,  

Peraturan Pemerintah, Peraturan

Keuangan, Peraturan

Menteri

Menteri

Perhubungan dan Peraturan-peraturan lain  

terkait.
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